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Struktur politik masyarakat terdiri dari dua kelompok : Pertama, elite politik yang mempunyai kekuasaan
untuk mempengaruhi individu-individu lainnya dan membuat keputusan politik kolektif. Kedua, massa yang
hanya diperintah sgja tanpa kekuasaan. Elite berada di semua lapisan masyarakat, dari yang primitif--
tradisionil hingga beradab-modern. M ekanisne pembentukannya dilakukan melalui rekrutmen politik yang
salah satu diantaranya adalah Pemilu. Kegiatan tersebut biasanya diikuti oleh partai-partai politik.

Batasan-batasan diatas ditemui pula di masyarakat Palembang. Rekrutmen politik dilakukan melalui Pemilu
limatahun sekali, dan diikuti oleh tiga kekuatan politik. Akan tetapi karena keterbatasan peneliti, fokus
perhatian hanya diarahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan sgja, dengan pembatasan waktu 1977-
1987. Mengapa permasalahan ini menarik diteliti, karena daya pikatnyaterletak pada beraneka ragamnya
kekuatan-kekuatan politik masyarakat yang terlibat, penggunaan jalur-jalur rekrutmen politik yang
bervariasi. Disamping itu, perolehan suara yang didapatkan cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Realitas ini memunculkan pertanyaan khusus: (1) Mengapaterjadi penurunan suaraterus menerus? (2)
Bagaimanakah mekanisme rekrutmen politik tersebut berlangsung?. Untuk mendapatkan jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka penelitian ini didukung oleh empat teori politik : (1) Teori Elite
Politik. (2) Teori Partai Politik. (3) Teori Patron Klien. (4) Teori Rekrutmen Politik itu sendiri.

Sedangkan untuk nemperoleh gambaran sirkulasi elite dan rekrutmen politik yang utuh, maka usaha
pencarian jawabannya dilakukan sgjak awal Februari 1992 - hingga akhir September 1992. Dimana dua
variabel digunakan sebagai dasar model analisis, yaitu jalur-jalur rekrutmen politik (unsur fusi, pendukung,
kaderisasi dan nepotisme) sebagai variabel bebas dan dukungan basis-basis politik sebagai variabel terikat.
Dan dari model analisainilah dapat dirumuskan hipotesa, yaitu adanya penggunaan keempat jalur yang
sangat bervariasi atau tidak konsisten, mengakibatkan pola rekrutnen politik dalan tubuh PPP Palembang
tidak tetap atau berubah-ubah, dan kondisi itulah yang menyebabkan perolehan suara menurun.

Kemudian sebagai pedoman lebih lanjut, dijabarkan dalam metodologi penelitian dengan menjelaskan;
Pendekatan penelitian (kualitatif), sifat penelitian (deskriptif), tahapan penelitian (survey lapangan dan
pengumpulan data), tehnik pengumpulan data (studi pustaka, dokumentasi, wawancara), unit penelitian
(DCT-individu), analisa data, lokas penelitian dan waktu penelitian. Gambaran perkembangan dan
pertunbuhan Partai Persatuan Pembangunan K otamadya Palembang, merupakan titik awal penelusuran
mencari jawaban penelitian Sejarah terbentuknya partai, struktur kepengurusan, basis-basis politik,
karakteristik sosial, dan hasil-hasil pemilihan umum. Keseluruhan data ini sangat membantu menemukan
jawaban penelitian.
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Dari temuan-temuan penelitian diperoleh gambaran bahwa, rekrutmen politik tidaklah menpunyai polayang
tetap atau berubah-ubah. Penggunaan keempat jalurnya sangatlah bervarias dari Pemilu ke Pemilu.

Pada Pemilu 1977, jalur unsur fusi merupakan jalur yang dominan. Penentuan nomor urut, Kriteria
rekrutmen politik yang selektif, pengusulan nama, pencoretan dan penggantian nama sangat ditentukan oleh
Pimpinan Cabang keempat unsur fusi. Namun disisi lain, mereka mempunyai massa yang memberikan
dukungan penuh. Basis-basis politik terlibat aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan partai. Kondisi ini
sangat nempengaruhi perolehan suara dalan Penilu. Sementara itu, jalur pendukung mempunyai peranan
yang lemah, bahkan tidak diikutkan dalam rekrutmen politik. Dibagian kelompok pendukung mereka gagal
berperan akibat dominasi unsur fus yang kuat. Dan dibagian individu pendukung, walaupun mereka terlibat
aktif memberikan dukungan dan mempunyai massa. Tidak dapat direkrut karena hambatan-hanbatan
peraturan pemerintah. Sedangkan jalur kaderisasi dikuasai oleh kader-kader unsur fusi, kader-kader
personal, dan kader-kader organisasi sebagai penggembira. Adapun jalur nepotisme diterapkan dalam
rekrutmen politik, dan mereka mempunyal peranan yang kuat dengan banyaknya "nomor-nomor jadi"
dikuasainya.

Pada Pemilu 1982, keadaannya mulai berubah. Jalur unsur fusi tidak begitu dominan lagi. Hal ini
disebabkan oleh mengendornya-keterikatan Pimpinan Cabang unsur fusi, krisis keanggotaan dan pengurus,
dan kebijakan politik pemerintah yang membatasi ruang gerak mereka. Sementaraitu, jalur pendukung
neningkat, dengan masuknya salah satu tokoh mereka ke dalam jgjaran pengurus partai. Akan tetapi mereka
tidak didukung oleh massa yang kuat. Sehingga tidak dapat membantu perolehan suara. Sedangkan jalur
kaderisas diwarnai dengan berkurangnya kader-kader unsur fusi. Ditopang oleh kaderisas yang tetap
menduduki posisi"pinggiran”. Dan dikuasai oleh kader-kader personal yang menguasai "nomor-nomor jadi".
Adapun jalur nepotisme tetap kuat, dengan banyaknya wakil mereka di "nomor-nomor jadi".

Pada Pemilu 1987 lebih banyak lagi terjadi perubahan. Peranan unsur fusi semakin memburuk dengan
adanya kebijakan partal tentang fusi tuntas.mDominasi mereka diambil alih oleh Lgjnah Penetapan Cabang
(Lantapcab) yang dibentuk partai. Kondisi ini sangat menguntungkan jalur pendukung yang semakin
dominan, walaupun tidak didukung oleh massa yang jelas. Organisasi-organisasi underbouw dibentuk partai
untuk mengantisipasi peranan unsur fusi. Sedangkan jalur kaderisas ditandai dengan semakin
menghilangnya kader-kader unsur fusi. Tidak beranjaknya kekuatan kader-kader organisasi sebagai
kelompok "nomor-nomor bawah". Dan berkurangnya dominasi kader-kader personal, walaupun mereka
tetap menempatkan banyak kadernyadi "nomor-nomor jadi". Adapun jalur nepotisme tetap menguasal
"nomor-nomor atas" dalan rekrutmen politik.

Adanya penggunaan jalur-jalur rekrutmen politik yang berubah-ubah ini nenyebabkan perolehan suara terus
menurun dari waktu-ke waktu. Pemilu 1977 menang mutlak dengan 145.934 suara atau 54,2 % dari suara
keseluruhan. Unggul di semua kecanatan, mendominasi 36 kelurahan, imbang dengan Golkar di 5
kelurahan, dan kalah di 8 kelurahan. Pada Pemilu 1982 perolehan suara menurun menjadi 162.217 suara
atau 47,9 % suara keseluruhan. Hanya unggul di 2 kecamatan, imbang dengan Golkar di 3 kecamatan, dan
kalah di 1 kecamatan. Juga unggul mutlak di 26 kelurahan, imbang dengan Golkar di 4 kelurahan, menang



tipisdi 6 kelurahan, kalah di 22 kelurahan. Pada Pemilu 1987 menurun tajam dengan 113.220 suara. Kalah
di semua kecamatan, kalah mutlak di 41 kelurahan, menang tipis di 4 kelurahan, dan imbang dengan Golkar
di 10 kelurahan. Temuan-temuan penelitian yang diuraikan secaraterperinci di bab tiga dan empat,
menbenarkan asumsi-asumsi dan hipotesa penelitian.



